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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal ini pemerintah 

untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah harus 

mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang 

berkualitas (Roviyantie, 2011). Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, 

laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, catatan dan laporan lain serta materi 

penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan, skedul dan informasi 

tambahan lainnya yang berkaitan dengan laporan tersebut. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntasi Pemerintah menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang 

terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu 

entitas pelaporan. Hal ini ditegaskan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah 

Nomor 1 paragraf 9. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi 

mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas 

pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi 

keputusan mengenai alokasi sumber daya. 

Laporan keuangan pemerintah harus menyajikan informasi yang bermanfaat bagi 

para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan 

ekonomi, sosial, maupun politik. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam Standar 

Akuntansi Pemerintahan, yaitu: 



 

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk 

membiayai seluruh pengeluaran. 

2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi 

dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan. 

3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan 

dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai. 

4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh 

kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. 

5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan 

berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka 

panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. 

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, 

apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan 

selama periode pelaporan. 

Dengan demikian laporan keuangan pemerintah harus memenuhi karakteristik 

kualitatif laporan keuangan. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan meliputi 

relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Sistem Akuntansi merupakan salah 

satu hal yang mendasar dan penting dari penerapan Akuntansi di dalam penyusunan 

Laporan Keuangan Daerah. Sebagaimana pengertian dari Sistem Akuntansi Keuangan 

Daerah yaitu serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, 

pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dapat dilakukan secara 

manual atau menggunakan aplikasi komputer. 



 

Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban yang 

menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh pemerintah pusat dalam bentuk Undang-

Undang dan Peraturan Pemerintah yang bersifat mengikat seluruh Pemerintah Daerah. 

Dalam Sistem Pemerintah Daerah terdapat 2 subsistem, yaitu Satuan Kerja Pengelola 

Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Laporan 

keuangan SKPD merupakan sumber untuk menyusun Laporan Keuangan SKPKD, oleh 

karena itu setiap SKPD harus menyusun Laporan Keuangan sebaik mungkin. 

Sistem Akuntansi Pemerintah pada pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan 

Menteri Keuangan No. 59/PMK.06/2005 mengenai Sistem Akuntansi dan pelaporan 

Keuangan Pemerintah Pusat. Ditingkat pemerintah daerah sistem akuntasi pemerintahan 

diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2005 mengenai Pengelolaan Keuangan 

Daerah dan juga didukung oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu pasal 232 yang mengatur tentang sistem 

akuntansi pemerintah daerah. 

Bagi pemerintah daerah menjadi suatu keharusan untuk menyusun laporan 

keuangan yang berkualitas. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mencerminkan 

tertib pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yang mencakup tertib administrasi dan taat 

asas. Kualitas laporan keuangan akan terlihat dari opini yang diberikan oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang 

diamanatkan dalam UU Nomor 15 Tahun 2004, menjelaskan bahwa BPK adalah satu-

satunya lembaga negara yang bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan dan 

pengelolaan keuangan negara. 



 

Selain itu, dalam UU Nomor 15 Tahun 2006, menyatakan bahwa BPK bertugas 

memeriksa pengelolaan dan keuangan negara yang dilakukan pemerintah daerah. Auditor 

(BPK) sebagai pihak ketiga yang independen diperlukan untuk melakukan pengawasan 

terhadap kinerja apakah telah bertindak sesuai dengan kepentingan principal melalui 

laporan keuangan. 

Setiap tahunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mendapat penilaian berupa 

opini dari Badan Pemeriksa Keuangan. BPK dapat memberikan 4 macam opini yaitu, Opini 

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini 

Tidak Wajar (TP), dan pernyataan menolak memberi opini atau tidak memberi pendapat 

(Disclaimer). Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan BPK terhadap Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah merupakan indikator bahwa laporan keuangan pemerintah 

daerah sudah berkualitas. Artinya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sudah memenuhi 

syarat atau dapat dikatakan Laporan Keuangan sudah disajikan dan diungkapkan secara 

relevan, andal, dapat dipercaya dan dapat dibandingkan. 

Laporan Keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau 

disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan Sumber Daya Manusia berupa tenaga 

staf keuangan yang kompeten, mampu melaksanakan proses pencatatan akuntansi dan 

mampu menyusun sesuai format yang berlaku untuk menghasilkan sebuah laporan 

keuangan yang berkualitas. Begitu juga dengan entitas pemerintahan, untuk menghasilkan 

laporan keuangan daerah yang berkualitas dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang 

memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan 

organisasional tentang pemerintahan (Roviyantie, 2011). 



 

 Peraturan pemerintah dan perundang-undangan yang telah dikemukakan di atas 

merupakan bukti untuk perbaikan dalam bidang penyajian laporan keuangan. Akan tetapi, 

upaya perbaikan di bidang penyajian pelaporan keuangan keuangan daerah ini nampaknya 

belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah maupun di jajaran Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkuangan Pemerintah Daerah. 

Hal ini menunjukkan kinerja pemerintah daerah belum seperti yang diharapkan 

dengan adanya otonomi daerah. Selain itu, tuntutan untuk memperbaiki kinerja 

pemerintah daerah khususnya pada kualitas laporan keuangan perlu dilakukan. Adanya 

fakta bahwa masih buruknya hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah 

kabupaten Lahat yang dapat terlihat dengan adanya opini perwakilan BPKP Provinsi 

Sumatera Selatan. Perkembangan opini BPK atas LKPD Kabupaten Lahat tahun 2009 

yang mendapat opini WDP. Selanjutnya untuk tahun 2010 LKPD Kabupaten Lahat masih 

mendapat opini WDP. Sedangkan pada tahun 2011 LKPD Kabupaten Lahat belum 

mengalami peningkatan dengan masih diraihnya opini WDP. 

Demikian halnya pada tahun berikutnya yaitu tahun 2012 dan 2013 LKPD 

Kabupaten Lahat masih meraih opini WDP sehingga telah 5 tahun berturut-turut 

Kabupaten Lahat mendapatkan opini WDP dari hasil audit BPK. Namun tidak demikian 

pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2014, 2015, 2016 LKPD Kabupaten Lahat 

berhasil meraih opini WTP dari hasil audit BPK sehingga ini menjadi sebuah prestasi 

bagus bagi pemerintah Kabupaten Lahat. Namun walaupun Pemerintah Kabupaten Lahat 

telah mendapat opini WTP dari hasil audit BPK, Ketua LSM Plantari, Sanderson Syafe’i 

mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat terkait laporan hasil pemeriksaan 

keuangan tahun 2016. Dimana setidaknya, ada tujuh temuan penting Badan Pemeriksa 



 

Keuangan (BPK) yang menggambarkan kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas 

laporan keuangan Pemkab. Lahat, sebagaimana dicatat oleh Plantari: 

1. Pengelolaan pajak, retribusi, piutang pajak dan piutang retribusi pada Dinas 

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tidak tertib.  

2. Pengelolaan pajak reklame dan retribusi izin mendirikan bangunan konstruksi reklame 

tidak tertib.  

3. Serah terima aset dari Pemkab Lahat kepada Pemkab Empat Lawang belum selesai. 

4. Pengelolaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) dan piutang 

PBB-P2 tidak tertib. 

5. Kesalahan penganggaran belanja barang dan jasa, dan belanja modal sebesar 

Rp.17.326.821.659,70. 

6. Penyerahan kewenangan personil, prasarana/sarana dan dokumen/P2D antara 

Pemkab Lahat dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) 

belum selesai.  

7. Realisasi belanja listrik pada Sekretariat Daerah (Setda) untuk PDAM Tirta Lematang 

tidak tepat sebesar Rp.1.118.420.485,00. (LCS-1) 

Ini menunjukkan bahwa masih buruknya transparasi dan akuntabilitas pemerintah 

daerah sehingga hal tersebut berdampak pada buruknya penilaian kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah. 

DPPKAD, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan merupakan tiga dinas yang 

menjadi sorotan dari pemeriksaan BPK, karena penggunaan dana yang ada di dinas ini 

dinilai relatif dalam jumlah yang besar sehingga laporan keuangan pada DPPKAD, Dinas 

Pendidikan dan Dinas Kesehatan dijadikan sampel pemeriksaan oleh BPK untuk menilai 



 

kualitas laporan keuangan daerah. Masalah utama yang ditemukan oleh BPK aadalah 

mengenai penemuan terkait realisasi pembayaran jasa dan aset yang tidak sesuai dengan 

realisasi fisik serta pengelolaan dan penggunaan dana yang tidak sesuai dengan 

pelaporan akibat dari sistem akuntansi keuangan dan sumber daya manusia terkait 

laporan keuangan yang masih lemah sehingga berdampak pada kualitas laporan 

keuangan yang dihasilkan.  

Walaupun telah diperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa 

Keuangan tetapi dari hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pelaporan keuangan 

pemerintah daerah masih belum sepenuhnya dapat diyakini kewajarannya oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan yang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain:  

1. Adanya kelemahan sistem pengendalian intern 

2. Belum tertatanya barang milik negara/daerah dengan tertib 

3. Tidak sesuainya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan ketentuan yang 

berlaku 

4. Penyajian laporan keuangan yang belum sesuai dengan SAP 

5. Kelemahan dalam sistem penyusunan laporan keungan 

6. Kurang memadainya kompetensi SDM pengelola keuangan pada pemerintah daerah. 

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, dapat disimpulkan bahwa laporan 

keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah masih belum memenuhi kriteria nilai 

informasi yang disyaratkan berupa andal yang bebas dari kesalahan dan ditinjau dari 

kreatifitas staf pelaksananya. Dalam penelitiannya, Rusmanto (2013) menyatakan 

karakteristik kualitatif laporan keuangan penting karena akan berpengaruh terhadap 

penggunanya dalam mengambil keputusan. 



 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang berjudul 

Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh A. Dahri Adi Patra, Lanteng 

Bustami, dan Hasriani (2015). Penelitian tersebut mengatakan adanya hubungan dan 

pengaruh positif antara Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan sebesar 25,6 %. Dengan kata lain masih ada variabel lain yang mempengaruhi 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu sebesar 74,4%.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu objek penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Adi Patra dkk., adalah karyawan di Dinas Kehutanan 

Kabupaten Luwu. Objek penelitian ini adalah Staf bagian keuangan pada DPPKAD, Dinas 

Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat. Perbedaan lain dengan penelitian 

terdahulu yaitu peneliti memberikan penambahan pada variabel independen berupa 

Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah. Dalam hal ini, kemapuan pemerintah untuk dapat 

menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas diperlukan SDM yang berkompeten. 

Kesiapan SDM pada ketiga dinas yang menjadi sorotan BPK ini pada umumnya kurang 

memiliki latar belakang dalam bidang akuntansi. Kompetensi sumber daya manusia 

(SDM) yaitu kemampuan SDM untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang cukup 

memadai. SDM yang kompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan 

baik. Kegagalan SDM pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika 

akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan 

ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Warisno, 2008). 



 

 Alasan lain menambahkan variabel ini adalah tingkat jenjang pendidikan sumber 

daya manusia yang ada di Dinas Kabupaten Lahat dinilai belum memenuhi standar yang 

baik, mulai dari banyaknya sumber daya manusia yang hanya lulusan Sekolah Menengah 

Atas dan Minimnya sumber daya manusia yang professional dibidangnya. Kita ketahui 

bersama untuk menciptakan laporan keuangan yang baik harus didukung dengan sumber 

daya manusia yang handal dan profesional dibidang tersebut. Jika hal ini terwujud artinya 

pemerintah daerah telah ikut andil dalam mensukseskan agenda salah satu dari reformasi 

yaitu menciptakan pemerintahan yang baik. Pemberdayaan aparatur pemerintah 

merupakan faktor penting dalam mewujudkan kualitas laporan keuangan. 

Berdasarkan uraian di atas dan didukung dengan fakta-fakta yang ada penulis 

ingin meneliti lebih jauh tentang “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan 

Pemerintah Dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Tiga Dinas Di Kabupaten Lahat)”. 

 

1.2. Rumusan masalah 

1. Bagaimana Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 

Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Tiga Dinas Di 

Kabupaten Lahat? 

2. Bagaimana Pengaruh Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Tiga Dinas Di Kabupaten Lahat? 

 

1.3. Tujuan penelitian 

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk: 



 

1. Menghitung seberapa besar Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan 

Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Tiga Dinas Di 

Kabupaten Lahat dengan indikator kesesuaian sistem akuntansi keuangan yang 

digunakan sudah memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), prosedur 

pencatatan transaksi dilakukan berdasarkan standar pencatatan akuntansi pada 

umumnya dan laporan keuangan dilaporkan secara periodik. 

2. Menghitung seberapa besar Pengaruh Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah dengan 

indikator pengetahuan Staf Bagian Keuangan dalam bidang akuntansi dan keaktifan 

Staf Bagian Keuangan dalam mengikuti pelatihan penunjang kompetensi bidang 

akuntansi terhadap kualitas Laporan Keuangan Pada Tiga Dinas Di Kabupaten Lahat. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Akademis  

Skripsi ini diharapkan mampu menjadi acuan dalam penulisan berikutnya dengan 

pembahasan yang lebih mendalam mengenai pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan 

Pemerintah dan kualitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

Pada Tiga Dinas Di Kabupaten Lahat. 

 

2. Secara Praktis 

a. Pihak Pemerintah 

Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan 

pertimbangan mengenai kualitas laporan keuangan pada tiga dinas di pemerintah daerah 

kabupaten untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.  



 

b. Pihak Masyarakat 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat maupun para 

stakeholder untuk mengetahui tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga dapat 

digunakan sebagai alat pengawasan mengenai kinerja pemerintah daerah. 

3. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian 

selanjutnya. Hal ini berkaitan dengan masih terbatasnya penelitian di bidang sektor publik 

di Indonesia. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari: 

Bab I Pendahuluan, pada bab ini dijelaskan uraian mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan.  

Bab II Tinjauan Pustaka, pada bab ini dijelaskan uraian mengenai landasan teori dan 

penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.  

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini akan dibahas mengenai ruang lingkup penelitian, 

rancangan penelitian, sumber data, responden, definisi operasional dan 

pengukuran variabel penelitian, serta teknik analisis. 

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, menjelaskan tentang profil responden, hasil 

penelitian dan pembahasan variabel yang diteliti. 

Bab V Kesimpulan dan Saran, berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang 

dilakukan. 
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